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ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan
semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Salah satu kebijakan pemerintah
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan tax amnesty
yang dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di
Indonesia. Kebijakan tax amnesty ini berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan
pajak secara sukarela. Kemauan wajib pajak untuk ikut tax amnesty merupakan hal
penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Beberapa faktor dapat
memengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya kemauan untuk ikut tax amnesty yang
dapat meningkatkan penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada
kemauan ikut tax amnesty.Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi efektif di KPP
Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100
responden, dengan metode pengambilan sampel accidental sampling. Pengumpulan
data dilakukan melalui teknik kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman
peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kewajiban moral,
kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax
amnesty.

Kata Kunci: Pemahaman peraturan, efektivitas sistem, kewajiban moral, kualitas
pelayanan, sanksi perpajakan, tax amnesty

ABSTRACT
Tax compliance is an attitude or behavior of taxpayers who exercise all their tax
obligations and enjoy all the rights of taxation in accordance with the legislation in
force.One of the government policies to improve taxpayer compliance is to apply tax
amnesty which can be the first step in improving the weakness of taxation situation in
Indonesia. Tax amnesty policies have the potential to encourage voluntary tax
compliance. The willingness of taxpayers to participate in tax amnesty is important in
order to optimize tax revenue. Several factors can affect taxpayer compliance,
especially the willingness to participate in tax amnesties that could increase state
revenues. The purpose of this study is to examine the effect of understanding tax laws,
perceptions of the effectiveness of the tax system, moral obligations, quality of service,
and tax sanctions on the willingness of participating tax amnesty. This research was
conducted in Tax Office (KPP) Pratama East Denpasar. Population in this study are
all effective individual taxpayer in Tax Office(KPP) Pratama East Denpasar. The
number of samples in this study were 100 respondents with accidental sampling
method. Data collection was conducted by questionnaire technique. Data analysis
technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate
that the understanding of tax laws, perceptions of the effectiveness of the tax system,
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moral obligations, quality of service, and tax sanctions have a positive effect on the
willingness of participating tax amnesty.

Keywords: Understanding, effectiveness system, moral obligations, quality of service,
tax sanctions, tax amnesty

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya
melimpah dan berpotensi untuk menjadi negara maju. Demi meningkatkan
penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, perubahan di segala sektor
dilakukan oleh pemerintah. Menurut Ndekwa (2014) pembangunan ekonomi
negara manapun tergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan untuk
penyediaan infrastruktur danpelayanan sosial.Pembangunan nasional memerlukan
pembiayaan baikdari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam
negeri harus terus ditingkatkan dan digali untuk membantu melaksanakan
pembangunan nasional, salah satunya mengoptimalkan penerimaan dari sektor
pajak.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang di mana atas pungutan tersebut
negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting
dari penerimaan negara. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap

penerimaan negara tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2015
(dalam milyar rupiah)

No Sumber Tahun
Penerimaan 2012 2013 2014 2015
1  Penerimaan Pajak 980.518 1.077.306 1.146.865 1.489.255
2 Penerimaan 351.804 354.751 398.590 269.075

Bukan Pajak
Sumber: www.bps.go.id, 2016

Berdasarkan Tabel 1. tampak bahwa penerimaan pajak merupakan
komponen terbesar dalam penerimaan negara. Terbukti hasil penerimaan negara
dari pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara dari
penerimaan bukan pajak.

Pajak berperan sangat penting untuk negara, pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk dapat
memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assesment system.Self
assessment system memberikan wajib pajak untuk melaporkan, menghitung dan
membayar pajak sendiri. Saat ini, bila pajak tidak ditaati dan dipenuhi
pembayarannya oleh wajib pajak maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan
baik (Hammar et al, 2005). Salah satu dasar penting dalam pengembangan dan
kelancaran daripada keberhasilan self assessment system adalah kepatuhan.Usaha
untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran
dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, namun dibutuhkan juga peran aktif dari

wajib pajak itu sendiri.
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Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan
Indonesia belakangan ini membuat wajib pajak khawatir untuk membayar pajak.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena para wajib
pajak tidak ingin pajak yang telah dibayar disalahgunakan oleh aparat pajak itu
sendiri. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah besar dan serius bagi para
pembuat dan pengamat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016, pemerintah telah menerapkan tax
amnesty atau pengampunan pajak yang dapat menjadi langkah awal dalam
memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Kebijakan tax amnesty ini
berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela setelah tax
amnesty diterapkan. Aset atau kekayaan wajib pajak yang sebelumnya berada di
luar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem
administrasi perpajakan setelah tax amnesty dilakukan, sehingga kedepannya
wajib pajak tidak akan bisa mengelak dari kewajiban perpajakannya
(Mukarromah, dkk 2016). Wajib pajak yang mengikuti tax amnestytidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan
cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, namun apabila dikemudian
hari ternyata ditemukan harta yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak maka akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan denda sebesar 200 persendari
Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar.Kemauan wajib pajak untuk ikut
tax amnesty merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Kemauan ikut tax amnesty dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri wajib
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pajak untuk mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagai pertukaran
atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang
berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum
pidana.

Kemauan ikut tax amnesty merupakan bagian dari kepatuhanwajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang tidak meningkat
akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Gerald,2009). Kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai
kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan
dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos,
2009). Jika sejumlah wajib pajak patuh dalam membayar dan melaporkan SPT
Pajak Tahunan, rasio kepatuhan pajak akan meningkat (Nurhayati et al, 2015).
Kepatuhan juga akan meningkat ketika seseorang menerima manfaat pelayanan
publik yang baik dari pembayaran pajak (Nicoleta, 2011). Peningkatan kepatuhan
wajib pajak di Indonesia realisasinya masih jauh di bawah target yang telah
ditetapkan. Pelaporan pada Tahun 2015, secara total dari 17,37 juta wajib pajak
yang menyampaikan SPT, hanya sekitar 10,52 juta wajib pajak yang
menyampaikanSPT Tahunannya atau sekitar 60,60 persen dari target yang
ditetapkan sebesar 70,00 persen (www.pajak.go.id).

Wajib pajak tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan,
sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang wajib
pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara

penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha
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memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara
menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu
(Agustiningsih, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan Noviyanti, dkk (2015)
menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif padakepatuhan
wajib pajak sedangkan penelitian Andinata (2015) menyatakan pemahaman
peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya juga dapat dipengaruhi oleh persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses tanggapan secara
langsung dari suatu keadaan atau kondisi yang terjadi (Melando dan Waluyo,
2013). Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan
Nurlis, 2010).Sistem perpajakan yang diterapkan sekarang ini sudah modern dan
berbasis internet. Penerapan berbasis internet dapat mempermudah wajib pajak
mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat.
Beberapa bentuk sistem perpajakan di Indonesia yaitue-Registration, e-SPT, e-
Billing dan e-Filing. Sistem perpajakan tersebut dapat membantu wajib
pajakdalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti dalam mendaftar
menjadi wajib pajak dan melaporkan pajak terutangnya, sehingga dapat dikatakan
bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses tanggapan
secara langsung individu dari sistem perpajakan yang diterapkan sehingga

menyebabkan pengukuran seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu)
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telah tercapai akan sistem pajak yang modern tersebut (Melando dan Waluyo,
2013). Aji (2014) dalam penelitiannya menyatakan persepsi yang baik atas
efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positifterhadap kepatuhan membayar
pajak sedangkan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan
persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Wajib pajak harus menyadari kewajibannya dalam membayar dan
melaporkan pajaknya yang terutang. Melaksanakan kewajiban perpajakan berarti
memiliki tanggung jawab dalam perpajakan. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan
wajib pajak juga dipengaruhi oleh kewajiban moral wajib pajak (Handayani,
2009). Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu
perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu orang yang lain
memilikinya. Penelitian yang dilakukan Indriyani dan Sukartha (2014) dan Puji
Rahayu (2015) menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada
wajib pajak.Kualitas pelayanan yang baik tehadap wajib pajak merupakan salah
satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban
perpajakannya (Aditya dan Ery, 2015). Kualitas pelayanan tidak hanya dianggap
penting oleh perusahaan komersial saja namun saat ini instansi pajak juga telah
merasakan betapa pentingnya kualitas pelayanan karena instansi pajak juga

memiliki pelanggan yakni wajib pajak (Alabede et al, 2011). Adanya peningkatan
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pelayanan yang memuaskan bagi para wajib pajak diharapkan dapat menciptakan
kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak (Cummings et al.,
2005). Sanjaya (2014) dan Kusuma (2016) dalam penelitiannya menyatakan
kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
sedangkan penelitian Rahayu (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kewajiban moral, dan kualitas
pelayanan, sanksi perpajakan juga merupakan faktor lain yang dapat
memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Menurut Ali
et al (2001) sanksi perpajakan dan audit merupakan suatu kebijakan yang efektif
untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga peraturan perpajakan
diharapkan agar ditaati oleh wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Muliari dan
Ery (2011) dan Mutia (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Masruroh dan
Zulaikha (2013) menyatakan sanksi perpajakan secaraparsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar yang berlokasi di KPP Pratama
Denpasar Timur. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak
orang pribadi efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. Kepatuhan wajib pajak
orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi beberapa

tahun terakhir. Hal tersebut menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di KPP

115



ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.22.1. Januari (2018): 108-137

Pratama Denpasar Timur. Berikut pada Tabel 2 data mengenai tingkat kepatuhan
WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur periode 2013-2015:
Tabel 2.

Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur
Periode 2013-2015

No  Tahun WPOP WPOP WPOP yang % Kepatuhan
Terdaftar Efektif menyampaikan SPT

1 2013 82.648 60.195 35.186 42,57%

2 2014 87.034 64.576 35.356 40,62%

3 2015 91.739 69.280 37.419 40,78%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2016

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa persentase kepatuhan WPOP
yang berada di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi.
Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Denpasar
Timur pada Tahun 2013 sebesar 42,57 persen, kemudian pada Tahun 2014
menurun menjadi 40,62 persen dan mengalami sedikit peningkatan pada Tahun
2015 menjadi 40,78 persen. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak
masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tingkat kepatuhan wajib
pajak orang pribadi dari tahun 2013-2015 sebesar 41,32 persen.

Penerapan tax amnestymerupakan langkah pemerintah untuk dapat
meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kemauan wajib
pajak untuk ikut tax amnesty merupakan bagian dari kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannyasehingga dengan adanya kemauan untuk ikut
tax amnesty peningkatan kepatuhan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur
diharapkan semakin meningkat.

Berdasarkan paparan di atas permasalahan penelitian ini, yakni: 1) Apakah

pemahaman peraturan perpajakanberpengaruh positif pada kemauan ikut tax

116



Ni Luh Elya Vikana Suari dan Ni Ketut Rasmini. Pemahaman ...

amnesty? 2) Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh
positif pada kemauan ikut tax amnesty? 3) Apakah kewajiban moral berpengaruh
positif pada kemauan ikut tax amnesty? 4) Apakah kualitas pelayanan
berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty?5) Apakah sanksi perpajakan
berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 1)
Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kemauan ikut tax
amnesty; 2) Untuk menguji pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
pada kemauan ikut tax amnesty; 3) Untuk menguji pengaruh kewajiban moral
pada kemauan ikut tax amnesty; 4) Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan
pada kemauan ikut tax amnesty; 5) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan
pada kemauan ikut tax amnesty.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, adapun kegunaan yang
diharapkan dari penelitian ini adalah: 1) Kegunaan Teoritis, penelitian ini
diharapkan bisa menambah wawasanilmu pengetahuan di bidang perpajakan
terutama masalah pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas
sistem perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan
serta pengaruhnya terhadap kemauan ikut tax amnesty. Selain itu penelitian ini
juga diharapkan mampu menjadi literatur bagi peneliti yang tertarik melakukan
kajian di bidang yang sama dan dapat memberikan bukti empiris dalam
pengembangan teori mengenai perpajakan; 2) Kegunaan Praktis, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan dalam usaha

peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan

117



ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.22.1. Januari (2018): 108-137

dengan mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas
efektivitas sistem perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi
perpajakan pada kemauan ikut tax amnesty.

Pemahaman peraturan perpajakan dalam teori atribusi merupakan faktor
eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak untuk ikut tax amnesty.
Pemahaman yang mendasar terhadap peraturan perpajakan sangatlah penting
karena pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak (Adiputra, 2014).Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnaditya
(2015) menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kusuma (2016) dalam penelitiannya juga
menyimpulkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian
yang diajukan adalah:

H;: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut
tax amnesty.

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dalam teori atribusi merupakan
faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak untuk ikut tax
amnesty. Apabila wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut maka
semakin baik persepsi atas efektivitas sistem perpajakan oleh wajib pajak maka
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam ikut tax amnestyakan meningkat.

Menurut Huda (2015) dalam Azwinda (2016) persepsi efektivitas sistem
perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem
perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015)

menemukan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh
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positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Aji (2014) dalam penelitiannya
menunjukkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, berpengaruh
positifterhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka
hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H,: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif pada
kemauan ikut tax amnesty.

Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini sikap,
karakter dan lain-lain dipengaruhi oleh keadaan internal meliputi perasaan
bersalah atau prinsip hidup. Jika wajib pajak dapat menerima keadaan internal
seperti perasaan bersalah atau prinsip hidup maka akan memengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam ikut tax amnesty. Salah satu aspek penting dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
adalah kewajiban moral. Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-
masing individu yangkemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajsen, 2002).
Kewajiban moral yang kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat
kepatuhannya (Ho, 2009). Aditya dan Ery (2015) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan
adalah:

Hs:  Kewajiban moral berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty.

Kualitas pelayanan menurut teori atribusi merupakan penyebab eksternal
yang memengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai

perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
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Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk membantu, membimbing, atau
menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya membayar pajak (Kusuma, 2016). Penelitian yang
dilakukan oleh Sanjaya (2014) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh
positifpada kepatuhan wajib pajak. Layata dan Ery (2014) dalam penelitiannya
juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak.Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini adalah:

H,:  Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty.

Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini sikap,
karakter dan sebagainya dipengaruhi oleh keadaan eksternal seperti tekanan
situasi atau keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan
tertentu. Bila wajib pajak dapat menerima keadaan eksternal seperti tekanan
situasi atau keadaan yang memaksa maka akan memengaruhi tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam ikut tax amnesty.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia
(2014) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.llhamsyah, dkk (2016) dalam penelitiannya juga menyimpulkan
bahwasanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:

Hs:  Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif tipe
kausalitas. Lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian ini dilakukan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Kapten
Tantular No. 4 GKN II, Denpasar. Objek penelitian ini adalah pemahaman
peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kewajiban
moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kemauan ikut tax amnesty
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data kualitatif,
yakni daftar pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, sejarah
berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, struktur organisasi
dan uraian tugas masing-masing bidang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Denpasar Timur; 2) Data kuantitatif,yakni jawaban dari pertanyaan atau
pernyataan kuesioner yang telah dikuantitatifkan, jumlah wajib pajak orang
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer, berupa jawaban dari
responden atas pernyataan kuesioner yang disebarkan; 2) Data sekunder,
diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur mengenai tingkat
kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, jumlah wajib pajak orang pribadi,
sejarah berdirinya, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bidang di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jumlah populasi
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diketahui sebanyak 69.280 orang, merupakan jumlah wajib pajak orang pribadi
efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur pada tahun 2015.
Metode penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode non
probability sampling dengan menggunakan metode accidental sampling.

Penentuan sampel dihitung menggunakan rumus Slovin (Husein, 2008:78), yaitu:

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Denpasar Timur, diketahui jumlah

populasi dari WPOP efektif pada tahun 2015 sebanyak 69.280 orang. Dengan

demikian, besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu:

69.280
n=
1+69.280 (0,1)2

=99,99 = 100

Banyaknya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 99,99 yang
dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Metode pengumpulan data dengan teknik kuesioner dan observasi non
partisipan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala
likert yang telah dimodifikasi dengan skor 1 sampai 4. Teknik analisis data yang
dilaksanakan dalam penelitian ini, ialah uji instrumen data, statistik deskriptif,
analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji

kelayakan model, dan uji t.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara
langsung kepada responden di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah kuesioner
yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner, yang dikembalikan
sebanyak 100 kuesioner dan setelah diperiksa semua kuesioner telah diisi dengan
benar dan layak digunakan sebagai bahan analisis.

Pengujian instrumen yakni uji validitas digunakan untuk mengukur valid
atau tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang
terdiri dari item-item pernyataan pemahaman peraturan perpajakan (X;), persepsi
atas efektivitas sistem perpajakan (X3), kewajiban moral (X3), kualitas pelayanan
(X4), sanksi perpajakan (Xs), dan kemauan ikut tax amnesty (Y) memiliki nilai
koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,3. Sehingga seluruh indikator
pernyataan tersebut telah memenuhi syarat validitas data.

Uji intrumen yakni uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh
mana suatu instrumen pada penelitian dapat dipercaya sebagai alat untuk

pengumpulan data. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel CroAr;gﬁ;h's Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X,) 0,957 Reliabel
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X,) 0,921 Reliabel
Kewajiban Moral (X3) 0,916 Reliabel
Kualitas Pelayanan (X.) 0,981 Reliabel
Sanksi Perpajakan (Xs) 0,906 Reliabel

Kemauan Ikut Tax Amnesty (Y) 0,955 Reliabel
Sumber: Hasil Output SPSS, 2017
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Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha untuk
variabelindependen dan dependen memiliki nilai lebih besar dari 0,7 pada masing-
masing variabel menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini dinyatakan reliabel.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan
informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar
seluruh variabel dengan N adalah banyaknya responden penelitian.Hasil statistik

deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Hasil Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1 100 11,47 38,32 28,95 8,15
X2 100 4,00 16,25 12,10 3,23
X3 100 4,00 15,77 12,20 3,41
X4 100 19,00 71,60 56,28 15,87
X5 100 4,00 15,88 12,23 3,30
Y 100 5,00 19,46 14,85 4,22

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Tabel 4 menunjukkan bahwa banyaknya kuesioner yang diolah adalah 100
kuesioner untuk masing-masing variabel. Variabel pemahaman peraturan
perpajakan(X;) mempunyai nilai minimum sebesar 11,47 kemudian nilai
maksimum sebesar 38,82, dan nilai rata-rata sebesar 28,95. Hal ini berarti bahwa
berdasarkan hasil statistik deskriptif tingkat pemahaman peraturan perpajakan di
KPP Pratama Denpasar Timur rata-rata tinggi. Deviasi Standar 8,15, hal ini berarti
bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai pemahaman
peraturan perpajakan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 8,15.

Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X;) mempunyai nilai

minimum sebesar 4,00 kemudian nilai maksimum sebesar 16,25, dan nilai rata-
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rata sebesar 12,10. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif
persepsi atas efektivitas sistem perpajakan di KPP Pratama Denpasar Timur rata-
rata tinggi. Deviasi Standar 3,23, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik
deskriptif terjadi perbedaan nilai persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yang
diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,23.

Variabel kewajiban moral (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 4,00
kemudian nilai maksimum sebesar 15,77, dan nilai rata-rata sebesar 12,20. Hal ini
berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif kewajiban moral di KPP
Pratama Denpasar Timur rata-rata tinggi. Deviasi Standar 3,41, hal ini berarti
bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kewajiban
moral yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,41.

Variabel kualitas pelayanan (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 19,00
kemudian nilai maksimum sebesar 71,60, dan nilai rata-rata sebesar 56,28. Hal ini
berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif kualitas pelayanan di KPP
Pratama Denpasar Timur rata-rata tinggi. Deviasi Standar 15,87, hal ini berarti
bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kualitas
pelayanan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 15,87.

Variabel sanksi perpajakan (Xs) mempunyai nilai minimum sebesar 4,00
kemudian nilai maksimum sebesar 15,88, dan nilai rata-rata sebesar 12,23. Hal ini
berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif sanksi perpajakan di KPP
Pratama Denpasar Timur rata-rata tinggi. Deviasi Standar 3,30, hal ini berarti
bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai sanksi

perpajakan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,30.

125



ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.22.1. Januari (2018): 108-137

Variabel kemauan ikut tax amnesty (Y) mempunyai nilai minimum
sebesar 5,00 kemudian nilai maksimum sebesar 19,46, dan nilai rata-rata sebesar
14,85. Hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif tingkat kemauan
ikut tax amnestydi KPP Pratama Denpasar Timur rata-rata tinggi. Deviasi Standar
4,22, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan
nilai kemauan ikut tax amnestyyang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar
4,22.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memecahkan rumusan
masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih.
Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Standardized

Unstandardized Coefficients

Model Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
(Constant) -1,225 0,912 -1,344 0,182
X1 0,122 0,039 0,235 3,161 0,002
X2 0,239 0,089 0,183 2,705 0,008
X3 0,226 0,080 0,183 2,810 0,006
X4 0,056 0,022 0,210 2,573 0,012
X5 0,307 0,103 0,240 2,989 0,004

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut.
Y = ot B1Xqt BaXotP3aXa + PaXa e PsXs 4 €enneeniiii i ()
=-1,225+ 0,122X; + 0,239X,+ 0,226 X3 + 0,056X4 + 0,307 X5 + e
Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: nilai
konstanta(a)sebesar -1,225memiliki arti jika variabel pemahaman peraturan
perpajakan(X,), persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X), kewajiban moral

(X3), kualitas pelayanan (X;), dan sanksi perpajakan (Xs) dinyatakankonstan,
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maka kemauan ikut tax amnesty (YY) cenderung menurun.Koefisien regresi
pemahaman peraturan perpajakan (X;) yakni 0,122 menunjukkan apabila
pemahaman peraturan perpajakan mengalami peningkatan, maka kemauan ikut
tax amnestyakan cenderung meningkat. Ini berarti semakin besar pemahaman
peraturan perpajakan yang dimiliki, maka wajib pajak akan cenderungsemakin
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya kemauan untuk ikut
tax amnesty.

Koefisien regresi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X;) yakni
0,239 menunjukkan apabila persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mengalami
peningkatan, maka kemauan ikut tax amnestyakan cenderung meningkat. Ini
berarti semakin baikpersepsi atas efektivitas sistem perpajakan yang dimiliki,
maka wajib pajak akan cenderung semakin patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya khususnya kemauan untuk ikut tax amnesty.Koefisien regresi
kewajiban moral (X3) yakni 0,226 menunjukkan apabila kewajiban moral
mengalami peningkatan, maka kemauan ikut tax amnestyakan cenderung
meningkat. Ini berarti semakin besarkewajiban moral yang dimiliki, maka wajib
pajak akan cenderung semakinpatuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
khususnya kemauan untuk ikut tax amnesty.

Koefisien regresi kualitas pelayanan (X;) yakni 0,056 menunjukkan
apabila kualitas pelayanan mengalami peningkatan, maka kemauan ikut tax
amnestyakan cenderung meningkat. Ini berarti semakin baikkualitas pelayanan
yang dimiliki, maka wajib pajak akan cenderungsemakin patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya khususnya kemauan untuk ikut tax amnesty.Koefisien
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regresi sanksi perpajakan (Xs) yakni 0,307 menunjukkan apabila sanksi
perpajakan mengalami peningkatan, maka kemauan ikut tax amnestyakan
cenderung meningkat. Ini berarti semakin tegassanksi perpajakan yang dimiliki,
maka wajib pajak akan cenderung semakin patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya khususnya kemauan untuk ikut tax amnesty.

Uji asumsi klasik yakni uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi dalam peneilitian, variabel bebas dan terikat terdapat distribusi
normal atau tidak. Dalam penelitian ini angka probablitas atau Asymp. Sig (2-
tailed) menunjukan nilai 0,200 yakni lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa
seluruh data dapat dikatakan beristribusi normal.

Uji asumsi klasik yakni uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistic

Variabel

Tolerance VIF
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X,) 0,417 2,400
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X,) 0,502 1,993
Kewajiban Moral (X3) 0,545 1,833
Kualitas Pelayanan (X,) 0,348 2,876
Sanksi Perpajakan (Xs) 0,356 2,808

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas
menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih
besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lainnya. Nilai signifikansi masing-masing variabel bebas dalam
penelitian ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Koefisien determinasi (R?) bertujuan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikatnya. Dari hasil
pengujian koefisien determinasi, didapat nilaiAdjustedRSquareadalah 0,783 atau
78,30 persen, ini artinya sebesar 78,30 persen variasi kemauan ikut tax amnesty
dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas
sistem perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan,
sedangkan sisanya sebesar 21,70 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier
berganda. Berdasarkan hasil pengujian ANOVA diperoleh nilai F sebesar 67,957
signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa model
regresi yang digunakan layak.

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat. Level of significant (o)) yang digunakan adalah 5 persen
(0,05) dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 5 hasil pengujian
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat
dijabarkan sebagai berikut: Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada

kemauan ikut tax amnesty.Berdasarkan tingkat signifikansi variabel pemahaman
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peraturan perpajakan sebesar 0,002 yang lebih kecil dari a = 0,05, maka H;
diterima. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty.

Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pada kemauan ikut
tax amnesty. Berdasarkan tingkat signifikansi variabel persepsi atas efektivitas
sistem perpajakan sebesar 0,008 yang lebih kecil dari a = 0,05, maka H; diterima.
Hal ini membuktikan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty. Pengaruh kewajiban moral
pada kemauan ikut tax amnesty.Berdasarkan tingkat signifikansi variabel
kewajiban moral sebesar 0,006 yang lebih kecil dari oo = 0,05, maka H3 diterima.
Hal ini membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kemauan
ikut tax amnesty.

Pengaruh kualitas pelayanan pada kemauan ikut tax amnesty.Berdasarkan
tingkat signifikansi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,012 yang lebih kecil dari
a = 0,05 maka H, diterima. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty. Pengaruh sanksi perpajakan
pada kemauan ikut tax amnesty.Berdasarkan tingkat signifikansi variabel sanksi
perpajakan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari a = 0,05, maka Hs diterima. Hal ini
membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut
tax amnesty.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh positif padakemauan ikut tax amnesty. Hasil uji statistik

menunjukkan bahwa H; diterima, artinya variabel pemahaman peraturan
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perpajakan berpengaruh positif padakemauan ikut tax amnesty.Hal ini disebabkan
karena wajib pajak sudah memahami peraturan perpajakan tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas
waktupembayaran atau pelaporan SPT serta mengaplikasikannya untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya.Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan
seseorang terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Purnaditya (2015) dan Kusuma (2016) mengemukakan bahwa pemahaman
peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
di mana dalam penelitian ini berfokus pada kemauan wajib pajak untuk ikut tax
amnesty.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan berpengaruh positif padakemauan ikut tax amnesty. Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa H; diterima, artinya variabel persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan berpengaruh positif padakemauan ikut tax amnesty.Perkembangan
sistem perpajakan dengan menggunakan media onlinesebagai sarana pendukung
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban
perpajakannya. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakanmerupakan pendapat
atau hal yang dirasakan oleh wajib pajak tentang efektivitas atas fasilitas yang ada

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem perpajakan baru
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yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data
perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji
(2014) dan Andinata (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi
yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positifterhadap
kepatuhan membayar pajak di mana dalam penelitian ini berfokus pada kemauan
wajib pajak untuk ikut tax amnesty.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kewajiban moral berpengaruh
positif padakemauan ikut tax amnesty. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa
Hsditerima, artinya variabel kewajiban moral berpengaruh positif padakemauan
ikut tax amnesty.Setiap wajib pajak yang memiliki moral yang baik dengan cara
pandang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai suatu
kewajiban yang positif maka hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Indriyani dan Sukartha (2014) serta Aditya dan Ery (2015) dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajak di mana dalam penelitian ini berfokus pada kemauan wajib pajak untuk ikut
tax amnesty.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh
positif padakemauan ikut tax amnesty. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H,
diterima, artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif padakemauan

ikut tax amnesty. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
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Sanjaya (2014) serta penelitian Layata dan Ery (2014) dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajakdi mana dalam penelitian ini berfokus pada kemauan wajib pajak untuk ikut
tax amnesty.

Kualitas pelayanan adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan wajib
pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan yang bertujuan untuk
menjaga kepuasan wajib pajak sehinggakepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
Pelayanan berkualitas yang diberikan oleh petugas pajak secara langsung akan
berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Memberikan pelayanan
yang baik dan berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman
dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh
positif padakemauan ikut tax amnesty. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa
Hsditerima, artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif padakemauan
ikut tax amnesty. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mutia (2014) serta llhamsyah, dkk (2016) dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di
mana dalam penelitian ini berfokus pada kemauan wajib pajak untuk ikut tax
amnesty.

Tekanan situasi atau keadaan yang memaksa dapat memengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak.Apabila sanksi perpajakan ditaati, maka akan cenderung

meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban
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perpajakannya.Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila
memandang sanksi perpajakan akan menimbulkan lebih banyak kerugian pada
wajib pajak sehingga wajib pajak memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan
yang harus dibayarnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dijelaskan dari bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini: 1) Pemahaman
peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty; 2)
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut
tax amnesty; 3) Kewajiban moral berpengaruh positif pada kemauan ikut tax
amnesty; 4) Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax
amnesty; 5) Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax
amnesty.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut: 1) Bagi Instansi Pajak, a) Berdasarkan hasil
uji statistik deskriptif, jawaban responden pada kuesioner terhadap variabel
persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki nilai rata-rata paling rendah
dibandingkan variabel lain yang diteliti.Hasil tersebut menunjukan bahwa
persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan masih belum maksimal,
sehingga KPP Pratama Denpasar Timur diharapkan dapat meningkatkan persepsi
wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan melalui penyuluhan mengenai
sistem perpajakan dan mengadakan training mengenai sistem perpajakan online;

b) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemauan ikut tax amnesty
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adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, penjelasan
akan pentingnya dan manfaat tax amnestykepada seluruh masyarakat yang
menjadi wajib pajak khususnya penyuluhan atau pertemuan ditingkat desa untuk
lebih ditingkatkan; c) Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
hendaknya harus dapat dijaga dan ditingkatkan seperti meningkatkan kualitas
pegawai pajak dalam penanganan dan penjelasan tentang perpajakan ataupun
infrastruktur fisik pendukung kenyamanan wajib pajak; d) Meningkatkan
efektivitas sanksi perpajakan pada wajib pajak. Penegakan sanksi pajak harus
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak patuh dalam
melaporkan kewajiban perpajakannya.
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